
 
 

ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021 PERKARA PERSELISIHAN 
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 TERKAIT 
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN BINUANG, 

KABUPATEN TAPIN 
 
 
 

 
 
 
 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi  Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

 
 
 
 

Oleh: 
ANNISA RAHMAH ANDRIYANI 

C100180153 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA 
2021 



 

i 
 

 



 

ii 
 

 
 

 



 

iii 
 

 



 

1 
 

ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 
124/PHP.GUB-XIX/2021 PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN TAHUN 2020 TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 
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Abstrak 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sebagai 
salah satu wujud demokrasi langsung di Indonesia pada pelaksanaannya 
ditemukan adanya pelanggaran sehingga untuk mengembalikan pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan asas Pemilihan Umum yaitu Luber 
Jurdil, maka pihak yang kalah dalam Pilkada dapat mengajukan Permohonan 
Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait Hasil Reapitulasi 
Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pilkada Kalsel. Amar 
putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan 
Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 TPS di 
Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Tujuan penulisan skripsi ini berfokus 
pada bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
memutus untuk memerintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan 
pertimbangan berdasarkan pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis dan 
masif (TSM) serta bagaimanakah proses penyelenggaraan Pemungutan Suara 
Ulang atas dasar pelaksanaan Pilkada yang menjunjung tinggi pelaksanaannya 
berdasarkan konsep demokrasi, konsep negara hukum dan konsep kedaulatan 
rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-
empiris atau yang biasa disebut dengan metode terapan. Penelitian hukum 
normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum positif dan dokumen 
hukum lainnya secara faktual pada peristiwa atau gejala hukum dimasyarakat. 
Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris yang 
digunakan adalah Judicial Case Study atau pendekatan dengan studi kasus hukum 
yang timbul karena adanya konflik permasalahan namun tidak dapat diselesaikan 
dengan cara damai sehingga memerlukan keterlibatan pengadilan melalui putusan 
pengadilan.  
Kata Kunci : Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi  

 
Abstract 

The election of the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan in 2020 
as a form of direct democracy in Indonesia found violations in its implementation 
so that in order to restore the implementation of the Regional Head Election in 
accordance with the General Election principle, namely Luber Jurdil, the party 
that lost in the Pilkada can submit an Application for Cancellation of Decisions. 
KPU of South Kalimantan Province regarding the results of the Reapitulation of 
the Vote Count and Determination of the Elected Candidates in the South 
Kalimantan Pilkada. The decision of the Constitutional Court ordered the KPU of 
South Kalimantan Province to carry out a re-voting (PSU) at 24 polling stations in 
Binuang District, Tapin Regency. The purpose of writing this thesis focuses on 
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how the legal considerations by the judges of the Constitutional Court in deciding 
to order a re-voting with considerations based on structured, systematic and 
massive pilkada violations (TSM) and how the process of holding a re-voting is 
based on the implementation of the Pilkada that upholds its implementation. based 
on the concept of democracy, the concept of the rule of law and the concept of 
popular sovereignty. This research method uses a normative-empirical legal 
approach or commonly referred to as an applied method. Normative-empirical 
legal research is research that examines positive law and other legal documents 
factually on legal events or phenomena in society. The type of approach used in 
the normative-empirical research used is the Judicial Case Study or an approach 
with a legal case study that arises because of a conflict of interest but cannot be 
resolved by peaceful means, so it requires the involvement of the court through a 
court decision. 
Keywords: Voting, Regional Head Election, Democracy 
 
 

1. PENDAHULUAN 

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 

untuk periode 2021-2024 menetapkan dua pasangan calon yaitu pasangan calon 

dengan nomer urut 01 adalah H. Sabirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin. 

Sedangkan pasangan calon nomer urut 02 adalah Prof. H. Denny Indrayana, S.H., 

LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Ktp/63/Prov/IX/2020 tentang Hasil 

Rekapitulasi Suara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dinyatakan bahwa 

pasangan calon nomer urut 01 yaitu H. Sabirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. 

Muhidin dinyatakan unggul dari pasangan calon nomer urut 02 yaitu Prof. H. 

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi. KPU Provinsi. 

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan  

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 nomer urut 2 yaitu Prof. H. 

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi tidak menerima hasil 

keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mengajukan Permohonan 

ke Mahkamah Konstitusi.  

Salah satu locus permohonan PHPU yang adalah Kabupaten Tapin yang 

lebih tepatnya di Kecamatan Binuang dan Hatungun. Bahwa ditemukan 

kecurangan yang sangat mustahil terjadi dimana kehadiran pemilih yang memilih 

di TPS mencapai angka kehadiran 100%. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah 

dari kehadiran 100% tersebut dibeberapa TPS yang tersebar di Kecamatan 
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Binuang dan Kecamatan Hatungun mutlak dimenangkan oleh Paslon nomer urut 

01 dan Paslon nomer urut 02 memperoleh angka suara nol.1 Setelah ditelusuri 

ditemukan fakta bahwa ternyata ada dua orang yang telah meninggal dunia namun 

masih dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dimasukkan ke dalam kejadian 

khusus oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu juga 

ditemukan pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih yang sedang berada diluar 

kota dimana menurut keyakinannya ia sama sekali tidak datang ke TPS dan tidak 

menggunakan hak pilihnya.2   

Mahkamah Konstitusi untuk perkara 124/PHP.GUB-IXI/2021 dengan 

pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Selatan tahun 2020 berdasarkan atas pertimbangan terhadap 

pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan suara secara terstruktur, masif 

dan sistematis (TSM) memutuskan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Ktp/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan 

Rekapilutasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Selatan Tahun 2020 dinyatakan batal dan memerintahkan kepada 

KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang 

(PSU) dibeberapa kecamatan yang disebutkan dan termasuk 24 TPS di Kecamatan 

Binuang (Kabupaten Tapin) yang paling lambat dilaksanakan dalam waktu 60 hari 

kerja sejak diputuskan.3  

 Berdasarkan atas uraian latar belakang yang disampaikan oleh peneliti 

maka selanjutnya peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam sebuah 

skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara 

Ulang di Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020”. Dalam hal ini peneliti berfokus pada 

bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus untuk memerintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan 

pertimbangan pada pelanggaran yang terbukti secara tersetruktur, sistematis dan 

masif (TSM) serta bagaimanakah proses penyelenggaraan Pemungutan Suara 
                                                           
1Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PHP.GUB-IXI/2021, Mahkamah 
Konstitusi, 19 Maret 2021, hal. 127. 
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 128.  
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 1147. 
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Ulang atas dasar pelaksanaan Pilkada yang menjunjung tinggi pelaksanaannya 

berdasarkan konsep demokrasi, konsep negara hukum dan konsep kedaulatan 

rakyat.  

2. METODE  

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-

empiris atau yang biasa disebut dengan metode terapan. Penelitian hukum 

normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum positif dan dokumen 

hukum lainnya secara faktual pada peristiwa atau gejala hukum dimasyarakat. 

Penelitian dengan pendekatan normatif-empiris adalah penggabungan antara 

penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Tipe pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris yang digunakan adalah 

Judicial Case Study atau pendekatan dengan studi kasus hukum yang timbul 

karena adanya konflik permasalahan namun tidak dapat diselesaikan dengan cara 

damai sehingga memerlukan keterlibatan pengadilan melalui putusan pengadilan.4  

 Penelitian dengan jenis deskriptif digunakan dalam penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan 

menyeluruh tentang kenyataan dan fakta yang ada serta untuk mendekripsikan 

permasalahan yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

124/PHP.GUB-XIX/2021 terkait putusan untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 

TPS Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Dalam penelitian ini ada dua jenis 

data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Teknik 

pengumpulan data primer dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara 

terhadap narasumber yang berasar dari KPU Kabupaten Tapin sebagai lembaga 

yang bertugas untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan 

Binuang, Kabupaten Tapin. Sedangkan terhadap data sekunder, penulis 

menggunakan teknik pegumpulan data dengan menggunakan metode 

kepustakaan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

                                                           
4 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram University Press, hal. 115. 
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3.1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam 

Putusan Nomor 124/Php.Gub-Xix/2021 Terkait Pelaksanaan 

Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin 

 Peran Mahkamah Konstitusi dimuat dalam ketentuan pada Pasal 157 ayat 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa “Perkara 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili 

oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. 

Dikarenakan permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan 

penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan 

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 

Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang 

mengadili permohonan Pemohon. 

 Pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah hasil perolehan 

suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu  H. Sahbirin Noor – H. 

Muhidin (selanjutnya disebut “Paslon 01”) dengan cara-cara yang melanggar 

prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL yang ditegaskan dalam Pasal 

22E ayat (1) UUD 1945. Atas dasar alasan inilah maka Pemohon mengajukan  

perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (the 

guardian of the constitution). Dalam gugatan yang diajukan tersebut Kabupaten 

Tapin menjadi salah satu locus untuk dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh 

Pemohon. Bahwa di dalam 2 kecamatan di Kabuaten Tapin yaitu Kecamatan 

Hatungun dan Kecamatan Binuang telah terjadi pelaksanaan Pilkada yang 

melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL.  

 Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pelanggaran Pilkada yang diputuskan oleh Mahkamah haruslah 

pelanggaran yang bersifat sistematis, tersrtuktur, dan masif (TSM). Pelanggaran 

TSM adalah sama dengan jenis-jenis pelanggaran Pemilu biasa yang diatur dalam 
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perundang-undangan, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan 

masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Perolehan Suara 

Pilkada. Pengertian tentang Istilah pelanggaran secara sistematis artinya 

pelanggaran dilakukan oleh para pihak dengan benar-benar direncanakan secara 

matang. Sedangkan pelanggaran  terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan 

oleh aparat struktural, baik oknum yang berasal dari pemerintahan maupun oknum 

penyelenggara Pilkada secara kolektif (bersama-sama/kelompok) bukan perbuatan 

individua. Yang terakhir pelangaran secara masif artinya dampak dari pelanggaran 

yang dilakukan tersebut sangatlah luas dampak pelanggaran ini sangat luas dan 

bukan sporadis (tidak merata). 

 Berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, 

Mahkamah Konstitusi kemudian menyimpulkan bahwa benar telah terjadi 

pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran 

Termohon (KPU Kabupaten Tapin) yang dengan sengaja membiarkan Pemilih 

yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan 

adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Tindakan yang 

dilakukan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang. Selanjutnya, 

berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap adanya tindakan 

KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk menggantikan Pemilih yang 

sudah meninggal, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada terciderainya proses 

demokrasi. Terlebih lagi, terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut 

telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan 

yang telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik. 

 Hal tersebut memenuhi ketentuan pelanggaran dalam pilkada yang bersifat 

terstruktur, masif dan sistematis (TSM). Pertama, pelanggaran pilkada yang 

terstruktur yaitu dimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah dengan Nomor Perkara 124/PHP.GUB-IXI/2021 telah ditemukan fakta 

yang berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu Jajaran 

Termohon  yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi 
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syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang 

memberikan suaranya lebih dari satu kali.  Kedua, pelanggaran pilkada secara 

Sistematis bahwa ditemukan fakta dalam persidangan yaitu adanya jumlah suara 

tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan 

oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Menurut  pertimbangan Hakim 

Mahkamah Konstitusi hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan 

pemilihan di tempat a quo diragukan kemurniannya, dalam arti sangat mungkin 

terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas 

penyelenggara yang diragukan. Ketiga, yaitu pelanggaran pilkada yang bersifat 

Masif. Ditemukannya fakta dalam persidangan yaitu adanya jumlah suara tidak 

sah yang menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan adanya 

jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya 

perolehan suara masing-masing pasangan calon, akibatnya dapat mengaburkan 

suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan 

calon. Sehingga penghitungan suara sah dan tidak sah tidak diketahui dengan pasti 

kemurnianyya akibatnya hal tersebut akan merugikan salah satu pasangan calon. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan suara 

Ulang juga berdasarkan berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum yaitu 

jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin beserta jajaran) yang dengan sengaja 

membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara 

sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu 

kali. Serta Tindakan KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk 

menggantikan Pemilih yang sudah meninggal. Hal tersebut jelas memenuhi 

ketentuan pada salah sau kejadian dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  Menjadi Undang-

Undang yang berbunyi: “Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai 

Pemilih, mendapat kesempatan memberikan surat suara pada TPS”.5 

 Terpenuhinya suatu kejadian yang jelas dan diyakini oleh Mahkamah 

Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan 
                                                           
5 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota  
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memenuhinya syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang. Terlebih 

lagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Selatah Tahun 2020 telah jelas melanggar pedoman yaitu khususnya pada 

pelaksanaan yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil. Dikarenakan adanya tujuan untuk mendapatkan kemurnian perolehan 

suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang 

akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk 

mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga 

untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-

TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara 

ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan 

perkara a quo.   

3.2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di Kecamatan 

Binuang, Kabupaten Tapin. 

 Data penelitian terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021  yang 

dilaksanakan di 24 Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Binuang, Kabupaten 

Tapin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 didapatkan 

oleh Peneliti dengan melakukan tinjauan langsung ke Kantor KPU Kabupaten 

Tapin yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Rangda Malingkung, Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114. Dalam peninjauan tersebut Peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa Narasumber yang diantaranya adalah 

− Hj. Henny Hendriyanti, SKM., M.M. : Ketua KPU Kabupaten Tapin  

− H. Muhammad Fauzi, S. Ag., M.M:  Anggota II KPU Kabupaten Tapin 

− Syaefudin, S. Ag., M. Pd. I: Anggota I KPU Kabupaten Tapin  

 Adapun dikarenakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi  

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 

untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang 

baru (bukan yang sebelumnya)...di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten 

Tapi...”. Menindaklanjuti hal tersebut maka, KPU Kabupaten Tapin 
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melaksanakan rekutmen terbuka untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sedangkan untuk Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) hanya dilakukan evaluasi dan klarifikasi untuk 

kemudian ditetapkan dan diangkat kembali.  

 Pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc untuk penyelenggara 

Pemungutan Suara Ulang pada semua tahapannya disosialisasikan dan 

disampaikan secara terbuka melalui laman resmi website dan Media Sosial KPU 

Kabupaten Tapin. Selain itu, juga melalui jejaring seperti Whatsapp, ditempel 

pada papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Tapin, Kantor Kecamatan, 

Kantor Desa dan Kelurahan seera tempat-tempat lain yang mudah diakses. Selain 

itu, juga disampaikan melalui media spanduk yang dipasang pada lokasi wilayah 

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.  

 Pemilihan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dilaksanakan pada hari 

Rabu, 9 Juni 2021 yang dimulai pada pukul 07.00-13.00 WITA untuk proses 

pemungutan suara, sedangkan dari pukul 13.00 WITA – Selesai untuk proses 

pelaksanaan penghitungan suara yang dilaksanakan di Kecamatan Binuang pada 

24 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, 

TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, 

TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam 

Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.  

 Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 

Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara yaitu Komisi 

Pemilihan Umum Kabuoaten tapin. Pelaksanaan telah sesuai dengan tahapan dan 

jadwal yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

dengan mengedapankan Prinsip-prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Rahasia, 

Bebas, Jujur dan Adil. Puncak dari rangkaian kegiatan Pemungutan Suara Ulang 

ini adalah dengan ditetapkannya Pasangan Calon Nomer Urut 01 atas nama H. 

Sahbirin Noor dan H. Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih 

oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melalui Keputusan 

Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
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Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/GUB-

XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 

Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021.  

 Dijatuhkannya Putusan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 

24 TPS Kecamatan Binuang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujud 

pertimbangan Hakim akan perlunya pengembalian kehendak rakyat yang 

dilaksanakan tanpa adanya intimidasi ataupun ancaman dari pihak siapapun. 

Penjaminan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanpa adanya ancaman 

dan intimidasi terbukti dengan adanya pengamanan pelaksanaan Pemungutan 

Suara Ulang yang ketat. Berdasrakan keterangan yang disampaikan oleh Ketua 

KPU Kabupaten Tapin , untuk Pengamanan di TPS PSU dilakukan oleh berbagai 

personel yang terdiri dari 228 personel Polri, 48 Personel Linmas, 60 Personel 

TNI dan 30 Personel Satpol PP. Polres Tapin mengerahkan sejumlah personelnya 

di wilayah tempat diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Selain dari pihak 

pengamanan, untuk tugas pengawasan juga akan ada jajaran dari Bawaslu Tapin 

dan Panwascam Binuang yang akan mendampingi pelaksanaan Pemungutan Suara 

Ulang di tiap-tiap TPS. 

 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan perintah untuk mengangkat 

Ketua dan Anggota baru untuk KPPS dan PPK merupakan wujud dari 

pelaksanaan konsep negara hukum di Indonesia. Dimana putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut berdasarkan atas adanya pelanggaran dalam pemungutan suara 

di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2020 yang dilakukan oleh anggota PPK dan KPPS ysehingga terhadap tersebut 

untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum tersebut, perlu adanya penggantian 

terhadap anggota penyelenggara pemilihan yang telah terbukti dan diyakini oleh 

Mahkamah Konstitusi telah melanggar ketentuan hukum.  

 Proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di 24 TPS Kecamatan Binuang, Kabupaten 

tapin telah terlaksana dengan tertib dan lancar, serta sesuai dengan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel serta tidak 

ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon, pengawas TPS mengenai 

perbedaan jumlah pemilih dalam C.Daftar Hadir dengan jumlah pengguna hak 
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pilih dalam formulir model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK. Pelaksanaan 

Pemungutan Suara Ulang terseut artinya juga telah sesuai dengan konsep negara 

hukum yang memiliki pengertian yaitu suatu negara yang mendasarkan hukum 

sebagai suatu norma yang diakui dan harus amalkan di negara yang menganutnya. 

Bentuk pengamalannya seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam 

hal ini pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah haruslah sesuai dengan konsep 

pemilihan yang demokratis yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Pertimbangan hukum hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 pada 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang memerintahkan untuk melaksanakan 

Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, , 

telah memenuhi ketentuan sebagai Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, 

Sistematis dan Masif (TSM). Selain itu juga telah memenuhi harusnya 

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan ketentuan  Pasal 112 UU 

Pilkada baik berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Pilkada maupun perintah 

langsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang layak untuk 

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.  

 Pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Kecamatan 

Binuang di Kabupaten Tapin, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 

pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Bahwa berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, KPU Kabupaten Tapin sebagai lembaga penyelenggara 

Pemungutan Suara Ulang tersebut telah melaksanakan perintah Mahkamah 

Konstitusi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota 

PPK yang baru dikarenakan pihak tersebut pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya 
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telah terbukti dan diyakini melakukan pelanggaran. Sebagai salah satu bentuk 

kesempatan untuk mengembalikan ketentuan hukum yang dilanggar maka 

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 harus sesuai dengan konsep Demokrasi, 

konsep Negara Hukum dan konsep Kedaulatan Rakyat.. 

4.2. Saran 

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran terhadap 

Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin 

terhadap penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Selatan yaitu KPU Kabupaten Tapin beserta jajaran agar sekiranya dapat lebih 

meningkatkan profesionalisme kinerja Anggota Panitia Pengawas Kecamatan 

(PPK) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui 

rekrutmen dan pelatihan dasar penyelenggaraan Pilkada.Terhadap Bawaslu 

Kabupaten Tapin sebagai lembaga Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 agar sekiranya dapat lebih 

meningkatkan kualitas kerja dan memberikan pelatihan kepada jajarannya. 

Seharusnya pada saat hari-h pelaksanaan Pemilihan terjadi kejadian pelanggaran 

seperti sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka, mereka yang memiliki 

wewenang dan hak untuk memberikan teguran, lisan dan menghentikan 

pencoblososan di TPS tersebut sesuai dengan Perbawaslu  mereka. Jikalau kinerja 

Bawaslu beserta jajaran sesuai dengan topoksinya maka bisa saja pelaksanaan 

Pemungutan Suara Ulang dilakukan berdasarkan Rekomendasi Pengawas TPS 

yang akan membuat dana anggara pengeluaran juga akan semakin lebih hemat.  
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